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 BAB I 

Gambaran Umum Kebijakan 

Layanan Informasi Publik 
 

 

 

Pemberlakuan Undang-Undang No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

yang disahkan oleh Pemerintah pada 3 April 2008, membawa konsekuensi 

terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi 

warga negara Indonesia. Badan publik dalam hal ini adalah lembaga-lembaga 

negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang 

mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan 

masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang 

terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan 

pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia. 

 

Pada Tahun 2010 Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di 

lingkungan Provinsi Banten dan sekaligus menetapkan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Provinsi Banten dengan Surat 

Keputusan Gubernur Nomor 499.05/Kep.673-Huk/2011. 

 

Setahun kemudian, di tahun 2012 pemerintah Provinsi Banten bersepakat dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk menetapkan 

Peraturan Daerah (PERDA) No. 8 tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan 

Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai pedoman 

yang akan menjamin tata kelola informasi dan dokumentasi di lingkungan 

Provinsi. 

 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Standar Layanan lnformasi Publik, perlu menetapkan Pejabat 

Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, 

untuk itu ditetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.50-

Huk/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Banten, dimana yang ditetapkan sebagai PPID Pelaksana 
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pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten adalah Sekretaris Inspektorat dengan 

tugas sebagai berikut: 

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya; 

2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah 

ditetapkan PPID; 

3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan 

pelayanan informasi publik; 

4. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi 

di Badan Publik; 

5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 

6. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memtakhirkan Daftar 

Informasi Publik; dan 

7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah 

diakes oleh publik. 

 

Untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Banten, diperlukan prosedur guna menjamin tersedianya 

Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pada Tahun 2021 Provinsi 

Banten menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 

Daerah, kemudian diubah melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

 

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Inspektorat 

Dearah Provinsi Banten dibantu oleh pelaksana teknis/administrasi yang 

ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor:800/656-

Inspektorat/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi 

dan Petugas Pelayanan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. 

Tugas para pelaksana dan petugas pelayanan antara lain sebagai berikut: 

a. Tugas dari Pelaksana Teknis 

1. Melakukan Verifikasi Bahan Informasi Publik; 

2. Melakukan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi; 

3. Melakukan Pemeliharaan Informasi Publik pada Media Website dan sarana 

Digital secara Berkala. 
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b. Tugas dari Pelaksana administrasi : 

1. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan Pengumpulan Bahan Informasi 

dan Dokumentasi; 

2. Menyimpan dan Menyediakan Bahan Pelayanan Informasi publik; 

3. Melakukan rekapitulasi register pemohon informasi publik secara berkala; 

4. Melakukan rekapitulasi kepuasan pelayanan informasi publik secara berkala. 

 

c. Tugas dari Petugas Pelayanan: 

1. Menerima permohonan informasi publik; 

2. Memberi Pelayanan Informasi kepada publik; 

3. Menata Pelayanan Informasi Publik di Meja Pelayanan dan Sarana Digital; 

4. Memeriksa Permohonan Informasi Publik pada Sarana Digital Secara 

Berkala. 

 

Struktur Oganisasi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat 

digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organsasi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2022 

 

Jenis informasi publik pada PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten 

ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Banten 

Nomor:800/1103-Inspektorat/2022 tentang Daftar Informasi Publik pada 

Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, secara garis besar terdiri dari 

informasi sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Ringkasan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 

No. Judul Informasi Ringkasan Isi Informasi 

1 Data Profil OPD 

Informasi mengenai Visi Misi, Struktur Organisasi, Tupoksi, 

Data Kepegawaian, Uraian Tugas dan Profil Pejabat 

Struktural Inspektorat Daerah Prov. Banten 

2 Data Profil PPID OPD 

Informasi mengenai Profil singkat, Tupoksi, Visi Misi, 

Struktur Organisasi, Maklumat Pelayanan PPID Pembantu 

Inspektorat Daerah Prov. Banten 

3 
Data Mekanisme 

Layanan Informasi 

Informasi mengenai tata cara permohonan informasi, 

Pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi 

publik 

4 Data Layanan Informasi 

Informasi mengenai Formulir Permohonan dan keberatan 

informasi publik , sarana layanan dan daftar register 

informasi publik 

5 Data Regulasi 
Informasi Mengenai Peraturan/ Kebijakan Terkait Badan 

Publik 

6 Data Keuangan 
Informasi Mengenai Ringkasan Laporan Keuangan 

Inspektorat Daerah Provinsi Banten 

7 Data Program Kegiatan 
Informasi Mengenai Ringkasan Perencanaan, pelaksanaan 

Program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten 

8 Data Kinerja 
Informasi Mengenai Data Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten 

 

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, terdapat beberapa Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang mengalami penyesuaian pada PPID Pelaksana 

Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 sebagai berikut: 

 

Gambar 1.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PPID Pelaksana 

Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 
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Dalam rangka evaluasi dan perbaikan layanan, kami menggunakan sebuah 

pranala isi survey kepuasan masyarakat pada link  

https://s.id/SurveiKMPPInsProvBanten yang terdapat pada website resmi 

Insepektorat Daerah Provinsi Banten, dimana responden dapat mengisi 

kuesioner survey pelayanan informasi di Insepektorat Daerah Provinsi Banten. 

Pranala tersebut dibagikan saat proses permohonan informasi selesai. 
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 BAB II 

Gambaran Umum Pelaksanaan 

Layanan Informasi Publik 
 

 

 

2.1. Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik 

a. Ruang Pelayanan 

PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten secara khusus telah 

menyediakan Ruang Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk komitmen 

untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan sarana dan 

prasarana yang memadai. 

 

Gambar 2.1 Sarana Pelayanan PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten 

 

b. Komitmen  

Komitmen dalam pelayanan Informasi publik dibuktikan dengan 

melakukan pelayanan yang berdasarkan pada Visi, Misi dan Maklumat 

pelayanan sebagai berikut: 

 Visi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten: 

“Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Yang Prima Menuju Good 

Governance” 

 

 Misi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten: 

1) Meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan; 
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2) Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik; 

3) Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi 

publik; 

4) Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik; 

5) Meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam 

meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik. 

 

 Maklumat PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten: 

 

Gambar 2.2 Maklumat Pelayanan PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten 

 

c. Publikasi Informasi  

Publikasi Informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten dilakukan 

secara langsung melalui banner dan melalui website serta kanal media 

sosial Inspektorat Daerah Provinsi Banten. 
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Gambar 2.3. Media Informasi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten 

 

 

Gambar 2.4. Layanan Informasi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten 

 

Jenis  Informasi yang dipublikasikan antara lain: 

❖ Informasi Berkala 

1) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 

2) Laporan Keuangan 

3) Renja Dan Renstra 

4) Program Dan Kegiatan 

5) Laporan Kinerja 
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6) Barang Jasa 

7) Informasi Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang/Pelanggaran 

8) Laporan Akses Layanan Informasi 

9) Survey Kepuasan Masyarakat 

 

❖ Informasi Serta Merta 

1) Informasi Tentang Covid - 19 

2) Informasi Cuaca 

 

❖ Informasi Setiap Saat 

1) RENSTRA 

2) Profil PPID 

3) Mekanisme Layanan Informasi 

4) Layanan Informasi 

5) Regulasi Keterbukaan Informasi Publik 

6) SOP 

7) Daftar Informasi Publik 

8) Permohonan Secara Online 

9) Pernyataan Keberatan Permohonan Atas Informasi 

 

d. Upaya Inovasi  

Upaya inovasi dalam pelayanan publik pada Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten antara lain: 

1) Whistle Blowing System Online 

2) Permohonan Informasi dan Keberatan Online 

3) Pelayanan Informasi melalui Nomor WA (Android) 

 

 

Gambar 2.4. Inovasi Pelayanan Publik 
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2.2 Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik 

 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Standar Layanan lnformasi Publik, perlu menetapkan 

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Banten, untuk itu ditetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 

489.1/Kep.50-Huk/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana yang 

ditetapkan sebagai PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten 

adalah Sekretaris Inspektorat. 

 

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Inspektorat 

Dearah Provinsi Banten dibantu oleh pelaksana teknis/administrasi yang 

ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Banten 

Nomor:800/656-Inspektorat/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis, 

Pelaksana Administrasi dan Petugas Pelayanan pada Pejabat Pengelola 

Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten Tahun Anggaran 2022.  

Kualifikasi untuk pelaksana teknis/administrasi antara lain familiar di bidang 

kehumasan dan mengerti Informasi Teknologi untuk Pengelolaan website dan 

media sosial. 

 

2.3  Anggaran Layanan Informasi Publik 

Pada Tahun 2022, anggaran Layanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana 

Inspektorat Daerah Provinsi Banten masuk ke dalam kegiatan 

kesekretariatan, baik fasilitasi rapat-rapat koordinasi maupun kebutuhan 

penyediaan sarana prasarananya. 
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 BAB III 

Rincian Pelayanan  

Informasi Publik 
 

 

 

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 pada Inspektorat Daerah 

Provinsi Banten dapat digambarkan dengan rincian sebagai berikut: 

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik 

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 

Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik.  

Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, 

dan badan hukum/badan publik.  

Dari beberapa media yang digunakan sebagai sarana permohonan informasi 

melalui PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, 

dapat dilaporkan sebanyak 3 permohonan informasi baik berupa permohonan 

secara langsung maupun via kurir sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik 

No. Tgl Nama Alamat Pekerjaan Informasi Yang Diminta 
Tujuan Penggunaan 

Informasi 

1 8-Mar-22 

1. ARIS 

AFFANDI 

LUBIS, SH 
2. H. WAHYUDI, 

SH, MH 

Menara 

kuningan 30 
floor Jl. H.R 

Rasuna Said 

Kav. 5, jakarta 
Selatan 12940 

Wiraswasta 

(1). Hasil audit yang 

dilakukan Inspektorat 

provinsi banten atas proyek 
pengadaan computer 

UNBK tahun anggaran 

2017 dan 2018, secara 
lengkap dan bukan 

berbentuk ringkasan (2) 

Dokumen atas tindak lanjut 
hasil pertemuan yang di 

lakukan pada tanggal 7 

oktober 2021 ruang rapat 
lantai 1 Inspektorat provinsi 

banten  

(1). Meningkatkan 

pengawasan masyarakat 

dan peran aktif 
masyarakat dalam 

mewujudkan 

penyelenggaraan negara 
yang baik (2). 

Mendorong partisipasi 

masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan 

publik 

2 

4/25/2022, 

diterima 

pada 
4/27/2022 

PERKUMPULAN 

MAHA BIDIK 
INDONESIA 

(Moch Ojat 

Sudrajat S) 

BTN 

PEPABRI 

PARIUK, blok 
BB No.46 RT 

03/RW09 Desa 

sukamekarsari 
Kec. 

Kalanganyar 

Kab. Lebak 

Prov.Banten 

Wiraswasta 

(1). Dasar aturan hukum 
atau dokumen yang sejenis 

atas tindak lanjut hasil 

temuan BPK secara lengkap 
(2).Penjelasan secara 

lengkap tindak lanjut dari 

inspektorat provinsi banten 
atas temuan LHP BPK RI 

Nomor : 

63/LHP/XVII.SRG/12/2015 

pada tahuan anggaran 2015 

  

(1). Menjamin hak 

warga negara untuk 

mengetahui rencana 
pembuatan kebijakan 

publik, program 

kebijakan publik , dan 
proses pengambilan 

keputusan publik serta 

alasan pengambilan 

suatu keputusan publik 
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No. Tgl Nama Alamat Pekerjaan Informasi Yang Diminta 
Tujuan Penggunaan 

Informasi 

3 23-Des-22 

KAPAK 

BANTEN (Iwan 

Hermawan) 

TAMAN 

WIDYA ASRI 

BLOK.E. 
NO.14 

RT.RW. 

002/021 
KEL.SERANG 

KEC. 

SERANG 

Wiraswasta 

(1). Laporan 

realisasi/penyerapan 
angaran APBD triwulan 1-

1V TA 2021 (2). Sakip dan 

LKIP TA.2021 (3).BKU 
(Buku kas umum) TA. 2021 

(4). Laporan hasil 

pemeriksaan dnegan tujuan 
tertentu atas kegiatan 

disetiap OPD 

Untuk mengembangkan 
pengetahuan dan 

wawasan pribadi tentang 

kebijakan aktifitas 
maupu anggaran badan 

publik yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan 
negara maupun yang 

berkaitan dengan 

kepentingan publik 
lainnya 

 

 

3.2 Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi 

Publik 

Sesuai dengan peraturan, Pemohon Informasi berhak mendapatkan 

pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi 

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan 

informasi oleh Badan Publik.  

Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 

x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum 

dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang 

diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. 

Sedangkan Waktu Pelayanan Informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten tidak melebihi waktu yang ditentukan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Informasi Publik 

No. Tgl Nama Alamat Informasi Yang Diminta 

Hari dan Tanggal 
Waktu 

Pemenuhan 

Informasi 

(hari kerja) 
Pemberitahu

an Tertulis 

Pemberian 

Informasi 

 

1 
8-Mar-

22 

1. ARIS 

AFFANDI 
LUBIS, SH 

2. H. 

WAHYUDI, 
SH, MH 

Menara 

kuningan 30 
floor Jl. H.R 

Rasuna Said 

Kav. 5, jakarta 
Selatan 12940 

(1). Hasil audit yang 

dilakukan Inspektorat 

provinsi banten atas proyek 

pengadaan computer 

UNBK tahun anggaran 

2017 dan 2018, secara 
lengkap dan bukan 

berbentuk ringkasan (2) 

Dokumen atas tindak lanjut 
hasil pertemuan yang di 

lakukan pada tanggal 7 

oktober 2021 ruang rapat 
lantai 1 Inspektorat provinsi 

banten  

18 Maret 

2022 

18 Maret 

2022 
9  
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No. Tgl Nama Alamat Informasi Yang Diminta 

Hari dan Tanggal 
Waktu 

Pemenuhan 

Informasi 

(hari kerja) 
Pemberitahu
an Tertulis 

Pemberian 
Informasi 

 

2 

4/25/202

2, 
diterima 

pada 
4/27/202

2 

PERKUMPUL

AN MAHA 
BIDIK 

INDONESIA 
(Moch Ojat 

Sudrajat S) 

BTN 
PEPABRI 

PARIUK, blok 

BB No.46 RT 
03/RW09 Desa 

sukamekarsari 
Kec. 

Kalanganyar 

Kab. Lebak 
Prov.Banten 

(1). Dasar aturan hukum 

atau dokumen yang sejenis 
atas tindak lanjut hasil 

temuan BPK secara 

lengkap (2).Penjelasan 
secara lengkap tindak lanjut 

dari inspektorat provinsi 
banten atas temuan LHP 

BPK RI Nomor : 

63/LHP/XVII.SRG/12/201
5 pada tahuan anggaran 

2015 

13 Mei 2022 
13 Mei 

2022 
8  

3 
23-Des-

22 

KAPAK 

BANTEN 
(Iwan 

Hermawan) 

TAMAN 

WIDYA ASRI 

BLOK.E. 
NO.14 

RT.RW. 

002/021 
KEL.SERAN

G KEC. 

SERANG 

(1). Laporan 

realisasi/penyerapan 
angaran APBD triwulan 1-

1V TA 2021 (2). Sakip dan 

LKIP TA.2021 (3).BKU 
(Buku kas umum) TA. 

2021 (4). Laporan hasil 

pemeriksaan dnegan tujuan 
tertentu atas kegiatan 

disetiap OPD 

28 Desember 
2022 

28 

Desember 

2022 

4  

 

3.3 Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan 

Pada Tahun 2022, dari 3 (tiga) permohonan Informasi yang masuk ke PPID 

Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan permohonan informasi 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan 

Cara Penyampaian 
Status Permohonan 

Keterangan 
diproses dipenuhi 

Langsung 2 1 Dipenuhi sebagian 

Tidak Langsung 

(kurir/pos) 

1 0  

Online 0 0  

 

Teradapat permohonan yang dipenuhi sebagian terkait Permintaan Laporan 

realisasi/penyerapan angaran APBD triwulan 1-1V TA 2021 (2). Sakip dan 

LKIP TA.2021 (3).BKU (Buku kas umum) TA. 2021 yang dikabulkan dan 

diarahkan untuk langsung mengakses ke wesite inspektorat 

https://inspektorat.bantenprov.go.id/, karena ini termasuk informasi berkala 

yang terus dilakukan pembaruan. 

 

 

 

https://inspektorat.bantenprov.go.id/
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3.4  Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak 

Pada Tahun 2022, dari 3 (tiga) permohonan Informasi yang masuk ke PPID 

Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan permohonan informasi 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak 

Cara Penyampaian 
Status Permohonan 

Keterangan 
diproses ditolak 

Langsung 2 2 Dipenuhi sebagian 

Tidak Langsung 

(kurir/pos) 

1 1  

Online 0 0  

 

Hampir sebagian besar permohonan informasi ditolak, karena termasuk ke 

dalam informasi  yang dikecualikan dan informasi yang berkaitan dengan 

rahasia jabatan dan bersifat rahasia yang tidak dapat diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publik. 
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 BAB IV 

Rincian Penyelesaian 

Sengketa Layanan  

Informasi Publik 
 

 

Pada Tahun 2022, tidak ada sengketa Layanan Informasi Publik pada Inspektorat 

Daerah Provinsi Banten. 

4.1 Jumlah Keberatan yang Diterima 

Pada Tahun 2022, tidak terdapat surat keberatan Informasi pada PPID 

Pelaksana Insepktorat Daerah Provinsi Banten (NIHIL). 

 

4.2 Jumlah Tanggapan atas keberatan 

Pada Tahun 2022, tidak terdapat surat keberatan Informasi pada PPID 

Pelaksana Insepktorat Daerah Provinsi Banten (NIHIL), sehingga tidak ada 

tanggapan atas keberatan. 

 

4.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa 

Pada Tahun 2022, tidak terdapat surat keberatan Informasi pada PPID 

Pelaksana Insepktorat Daerah Provinsi Banten (NIHIL), sehingga tidak ada 

permohonan penyelesaian sengketa. 

 

4.4 Hasil Mediasi/ keputusan ajudikasi 

Pada Tahun 2022, tidak terdapat surat keberatan Informasi pada PPID 

Pelaksana Insepktorat Daerah Provinsi Banten (NIHIL), sehingga tidak ada 

keputusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi. 

 

4.5 Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan 

Pada Tahun 2022, tidak terdapat surat keberatan Informasi pada PPID 

Pelaksana Insepktorat Daerah Provinsi Banten (NIHIL), sehingga tidak ada 

gugatan yang diajukan ke Pengadilan. 

 

 

 

4.6 Hasil Putusan Pengadilan 
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Pada Tahun 2022, tidak terdapat surat keberatan Informasi pada PPID 

Pelaksana Insepktorat Daerah Provinsi Banten (NIHIL), sehingga tidak ada 

putusan pengadilan. 
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 BAB V 

Kendala Eksternal dan 

Internal dalam Layanan 

Informasi Publik 
 

 

 

Kendala Eksternal dan Internal dalam Layanan Informasi Publik Tahun 2022 

antara lain sebagai berikut: 

5.1 Kendala 

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi pada PPID Pelaksana Inspektorat 

Daerah Provinsi Banten mengalami beberapa kendala yang dibagi ke dalam 

lingkup internal dan eksternal. 

1. Lingkup Internal  

Kendala internal yang dialami PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi 

Banten antara lain: 

a. Belum adanya anggaran khusus dalam penyelenggaraan informasi 

publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten; 

b. Kurangnya inovasi dalam penyajian informasi terutama di website dan 

media sosial; 

c. belum ada tim pendamping yang membantu dalam menyiapkan narasi 

berita/ informasi yang disampaikan dengan bahasa berita yang lebih 

persuasif. 

 

2. Lingkup Eksternal  

Sementara itu dalam menjalankan tugas sebagai penyedia informasi pada 

Inspektorat Daerah Provinsi Banten tak terlepas dari persoalan eksternal.  

Satu hal yang menjadi persoalan utama adalah banyaknya pemohon 

informasi yang meminta data yang bersifat rahasia yang menjadi tugas 

pokok dan fungsi utama dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang tidak 

dapat secara serta merta menjadi konsumsi publik. 
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 BAB VI 

Rekomendasi dan Rencana 

Tindak Lanjut Layanan 

Informasi Publik 
 

 

 

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan 

informasi publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten agar berjalan dengan 

baik dan lancar, yaitu antara lain : 

1. Tersedianya sarana dan prasarana dan anggaran khusus untuk peningkatan 

pelayanan informasi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten; 

2. Tersedianya inovasi dalam penyajian informasi publik berbasis website maupun 

media sosial agar memudahkan masyarakat mengakses informasi secara cepat 

dan tepat dengan bahasa yg lebih persuasif; 

3. Terlaksananya penyampaian informasi terkait data-data yang menjadi tugas 

pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang tidak dapat 

secara serta merta menjadi konsumsi publik;  

4. Optimalisasi kanal sosial media pada PPID Pelaksana Inspektorat Daerah 

Provinsi Banten demi menunjang informasi yang bersifat dua arah. 

 


